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PENDAHULUAN

indonesia men:pakan negara hukum yang segaia sesuatunya berdasarkan
" atas hukum dan adanya penghonnatan atas harkat dan martabat manusia sebagai
mahluk ciptaan Tuban YME. Tujuan untuk kedamaian dalam masyarakat
umumnya telah dapat diterima secara fuas. hukum mengatur agar kepentingan-
kepentingan yang berbeda antara piibadi, masyarakat dan negaia dapat dijamin
dan diwujudkan tanpa merugikan pihak lain, Hal ini tertuang dalam UUD 1945
sebagai dassr hakum bangsa Indonesia yang tertnuat pasal 24 (1) yaitu
*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain
badan kehakiman menurut undang-undang™

(2) yaitu : “Susunan dan kekuasaan b:idan kehakiman itu diatur dengan undang-
undang"

Pasal 25 . “Syarat-syarat untuk menjadi dan diperhatikan sebagai hakim
ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 26 (1) yaitu : “Yang menjadi warga negaiz ialah orang-orang bangsa
Iedonesia asli dan orang-crang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang
scbaga: warga negara dan didalam undang-wndang hukum acaia pidana in:
smgguh sangat penting sekali untuk mengetahui sejelas-jelasnya untuk
manpetahui hak-hak merelsa pada khususnya dan kewajiban mereka pada

wmmmaya dalam undang-uadang hukum acara pidana ini yang dibahas adalah rata
&xa bukan kasus hukum

Pada umumnya banyak pendapat yang mengatakan bahwa hukum periu
emuod mengatur dan menjaga agar ketentuan-ketentuan itu ditaati. Untuk 1tu perlu
ada sanksi bagi perbustan yang melanggar hukum teisebut melalui suatu proses
eoadilan pidana untuk menjatubi pemidanaan 0w, namun tidak dapat dipungkiri

bahwa hakim bisa saja keliru dalam menjatuhkan putusan, walaupun widang-

enxdang (t dirumuskan ofeh pembuat undang-undang tetapi dalam keputusan yang
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dijatuhkan olch hakim bisa saja keliru, karcna hrakmn pada dasamya adalah
manusia biasa yang dapat betbuat salah. Untuk itu kekelizuan rersebut bisa saja
dibatasi dengan adanya upaya hukum Juar bisa yaitu peninjauan kembali,
dissmping upaya hukum biasaberupa banding dan kasasi, *

. Pcninjauan kemba!i merupakan upaya hukum yang dipercieh untuk
penar kan kembati atau peiubahan terhadap putusen-putusan hakim yang pada
umumnya tidak dapat diganggu gugat. Pcninjauan kcmbali terefleksi dalam pasal
21 0OU No. 4 Tahun 2004 Tentang Pokok kekuasaan Kehakiman yaitu
“Agabila tethadap hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan oleh Undang-
undang tcrdapat putusan pengadilan yang tclah mempcrolch kckuatan hukum
t22ap, dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mallkamaii Agung dalam
petkara perdata dan pidana oleh pihak yang berkepentingan™
Dalam sistem tata cara pengadilan Negaia kita dengan penuntutan yang
@amperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat dibuka lagi (Vebis in idem) hal ini
eeyrefieks: dalam pasal 76 KUliPidana yaitu :

“Oung tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indouesia
mriadap dirinya telah diadili dcngan putusan yang menjadi tetap™.

Oengen hal ini dilakukan demu tcgaknya kepastian hukum, kecuali dalam
wemperhatikan suatu putusan yang tidak adil seorang terdakwa dapat mengajukan
eg=ava hukum, baik itu upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa

Penigjauan kembali demi kepentingan hukum sebagai upaya hukum luar biasa

vang hanva dapat diajukan apabila bagi terdakwa atau jaksa tidak terbuka upaya
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